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PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMORO6TAHUN
TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

bahwa berkaitan dengan pelayanan one stop service (OSS) di
Kabupaten Banyumas, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor
25 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Banyumas perlu disempurnakan;

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas perlu
menetapkan kembali Peraturan Bupati Banyumas tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Banyumas.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45438);

Peraturan Pemerintah No.mor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);



Menetapkan :

. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Menteri Dalam N hNOIHOI-AQII.SKU./M-..'_’ANM/ZQOQ
oger Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Poraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang  Poedoman Organisasi Parangkat Daerah dan Peraturan
Pemerintah  Nomor 0 Tahun 2003 tantang  Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Peagawai Negeri
Sipil;

+ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2004

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 24 Seri D).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;

. Bupati adalah Bupati Banyumas;

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;

1

2

3

4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
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. Pekerjaan Umum adalah semua bidang pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh

Dinas, selain pekerjaan Bidang Pengairan ;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana sebagian

tugas Dinas yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu Kecamatan,
8. Kebinamargaan adalah prasarana dasar bidang pekerjaan umum berupa jalan dan
jembatan beserta bangunan pelengkapnya meliputi bahu jalan, trotoar, saluran

samping, dinding penahan badan jalan dan gorong-gorong.



9. Keciptakaryaan adalah prasarana dasar bidang pekerjaan umum berupa drainase

sara
na prasarana air bersih, jalan lingkungan, pemadam kebakaran, pengendalian
tata ruang dan tata bangunan perumahan.

10.Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah  Daerah yang
bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pernerintahan
yang terdiri dari Sekrotariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan,

11.Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi yang selanjutnya disebut KPPI adalah
Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabupaten Banyumas.

12.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang

dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

13.Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi
yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan

tertentu serta mendasarkan pada perintah/petunjuk serta bertanggungjawab kepada
atasan.

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan dan Bina Program;
c. Bidang Pembinaan Teknis, terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Teknis Kebinamargaan;
2 Seksi Pembinaan Teknis Keciptakaryaan;
d. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
1. Seksi Tata Kota dan Tata Daerah;
2. Seksi Tata Bangunan;
e. Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
41 Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
2 Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
f.  Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:
1 Seksi Perumahan dan Permukiman Perkotaan;

2. Seksi Perumahan dan Permukiman Perdesaan;



g. UPT;

h. Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini,

BAB IlI
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala Dinas
Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok mengelola kewenangan di bidang penataan
ruang, kewenangan bidang permukiman dan kewenangan bidang pekerjaan umum sub
bidang jalan, sub bidang prasarana dan sarana perkotaan/perdesaan serta sub bidang
konstruksi guna optimalisasi pelayanan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas
mempunyai fungsi:

a.
b.
c.

> a o™

penetapan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum:;

penetapan rencana dan program kerja Dinas;

pengorganisasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan
dan pengawasan di bidang pekerjaan umum;

pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan
umum;

pengarahan pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;
penyelenggaraan pemberian informasi di bidang pekerjaan umum;

pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta;

pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;

pembinaan terhadap UPT dan Perangkat Daerah lain dalam melaksanakan tugas
pekerjaan umum dan perizinan yang dilimpahkan dalam lingkup tugasnya;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

Uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:

a.

b.

menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pekerjaan umum sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
menetapkan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Dinas sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;



menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan
tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

mengorganisasikan penyelenggaraan pelayanan di bidang pekerjaan umum guna
optimalisasi pelayanan;,

mengorganisasikan pemberian bimbingan di bidang pekerjaan umum guna
optimalisasi pelayanan;

mendelegasikan kewenangan pemberian pertimbangan teknis izin yang
pelayanannya dilaksanakan oleh KPPI dan Perangkat Daerah lain, kepada personil
Dinas mendasarkan pada kompetensi dan tugas pokoknya guna meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat;

mengorganisasikan pembinaan dan pengawasan di bidang pekerjaan umum guna
optimalisasi pelayanan;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi,
mengorganisasikan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data
bidang pekerjaan umum guna optimalisasi pelayanan informasi dan perumusan
kebijakan,

memberikan informasi kebijakan umum di bidang pekerjaan umum guna
meningkatkan pemahaman;,

melaksanakan koordinasi dengan unit kerjafinstansi yang berkaitan dengan tugas di
bidang pekerjaan umum guna tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
mengendalikan urusan ketatausahaan guna menunjang kinerja Dinas;

melaporkan kegiatan di bidang pekerjaan umum sebagali pertanggungjawaban
kegiatan,

merumuskan proses perizinan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum
sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan agar menghasilkan
pelayanan yang prima;

menyusun kebijakan penataan ruang dan mengendalikan pemanfaatan damija,
damaja dan dawasja sesuali dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
Pemerintah Kabupaten guna mewujudkan tata ruang yang teratur;

memberikan saran dan pertimbangan di bidang pekerjaan umum kepada Bupati
agar arah kebijakan Bupati sesuai dengan kebutuhan lapangan;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan

efisiensi pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang

tugasnya guna tercapainya tujuan organisasi.



Baglan Kedua
Kepala Bagian Tata Usaha
Pasal 6
Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan ket

' ; ; ' atausahaan
Dinas guna menunjang kegiatan Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsin
ya.

Pasal 7

Uraian tugas Kepala Bagian Tata Usaha sebagai berikut :

a. n'1e-ngkoordina.sikan pembuatan rencana, program dan jadwal kegiatan Sub Bagian
di lingkup Bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas:

b. menjabar'kan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan
tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

il vl bl e

d. mengkoordinasikan penyelenggaraan ke iatanp Suub ;n S'esual e veataan
Bagian Keuangan dan Bina Program mjlalui ra oo e denoen S

pat, pertemuan dan pengawasan
guna adanya sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;

e. mengkoordinasikan pemberian bimbingan dan pembinaan Sub Bagian Umum
dengan Sub Bagian Keuangan dan Bina Program melalui rapat, kunjungan,
pengawasan agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan bimbingan dan
pembinaan;

f  mengoreksi hasil pemeriksaan dan pengawasan Sub Bagian Umum dengan Sub

Bagian Keuangan dan Bina Program untuk membetulkan kesalahan kesalahan,

mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, pendataan, dan pemutakhiran data

yang berkait dengan Sub Bagian Umum serta Sub Bagian Keuangan dan Bina

Program guna tercapainya sinkronisasi bahan perumusan kebijakan;

h. memberi informasi kebijakan Kepala Dinas melalui konsultasi, penyuluhan, diklat

dan media lainya guna meningkatkan arus informasi pelayanan;

mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan Sub

Bagian Umum dengan Sub Bagian Keuangan dan Bina Program terhadap tugas

yang dilaksanakan UPT dan Perangkat Daerah lain melalui pembuatan petunjuk

pelaksanaan, petunjuk teknis dan tinjauan lapangan agar pelaksanaannya lebih

efektif dan efisien
melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga

masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna

mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;

k memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan se
ang benar dan akurat,

suai dengan peraturan dan

nrosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja y



membimbing dan menilal kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas

. dan
elisiensi pelaksanaan lugas;

melaporkan  kegiatan Bagian Tata Usaha kepada atasan

| sebagai
pertanggungjawaban kegiatan;

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.

Paragraf 1
Kepala Sub Bagian Umum
Pasal 8

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok mengelola administrasi surat
menyurat dan kearsipan, Perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian serta
perlengkapan dan rumah tangga Dinas guna kelancaran tugas urusan umum.

Pasal 9

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum sebagai berikut :

a.

b.

membuat rencana, program dan jadwal kegiatan Sub Bagian Umum sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan
tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

membuat konsep mekanisme kerja dan tata ruang kantor mendasarkan kondisi dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dan penetapan atasan;
menyelenggarakan  kegiatan ~administrasi surat menyurat dan kearsipan,
perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian serta perlengkapan dan
kerumahtanggaan Dinas guna kelancaran tugas urusan umum:

memberikan bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan
daftar hadir, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainya yang
berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai:

mengawasi penggunaan sarana dan prasarana Dinas agar digunakan sesuai
kebutuhan Dinas;

memeriksa kondisi dan jumlah barang inventarisasi Dinas untuk mengetahui
kesesuaian dengan daftar inventarisasi Dinas dan upaya tindak lanjut;
menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutahiran data yang
berkaitan dengan Sub Bagian Umum sebagai bahan informasi dan analisis;
memberikan informasi kebijakan Kepala Dinas melalui wawancara dan atau cara
lain guna meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan Kepala Dinas;

membina, membimbing dan mengawasi penggunaan sarana dan prasarana Dinas
oleh UPT dan Perangkat Daerah lain guna terwujudnya efektivitas dan efisiensi

penggunaan sarana dan prasarana;



k. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

M. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban kegiatan:

0. melaksanakan tugas lain sesuaij bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bina Program
Pasal 10
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bina Program mempunyai tugas pokok mengelola
administrasi keuangan, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas guna kelancaran urusan keuangan dan bina

program Dinas.

Pasal 11

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bina Program sebagai berikut:

a. membuat rencana, program dan jadwal kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Bina
Program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan
tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. membuat bahan usulan target pendapatan Dinas dengan mempertimbangkan
masukan dari masing-masing Bidang serta pendapatan tahun lalu sebagai bahan
usulan kepala Dinas;

d. menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan, penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas guna
membantu kelancaran tugas Dinas;

e. memberikan bimbingan dan pembinaan administrasi keuangan kepada bendahara
melalui pemeriksaan buku keuangan Dinas dengan mendasarkan ketentuan
administrasi keuangan yang berlaku guna terwujudnya disiplin anggaran;

f. mengawasi pelaksanaan program kerja Dinas melalui rapat, tinjauan lapangan dan

pemantauan guna mengetahui permasalahan, hambatan dan upaya tindak lanjut;



membina, membimbing dan mengawasi penggunaan anggaran Dinas oleh UPT dan
Perangkat Daerah lain guna terwujudnya efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran Dinas;

memeriksa usulan dokumen perencanaan untuk mengetahui kesesuaian dengan
program Dinas dan standar indek biaya;

menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutahiran data yang

berkaitan dengan Sub Bagian Keuangan dan Bina Program sebagai bahan
informasi dan analisis;

memberikan informasi program kerja Dinas melalui wawancara dan atau cara lain
guna meningkatkan pemahaman terhadap program Dinas

membina, membimbing dan mengawasi penggunaan anggaran Dinas oleh UPT
guna terwujudnya efektivitas dan efisiensi penggunaan;

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Bina Program kepada

atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.

Bagian ketiga
Kepala Bidang Pembinaan Teknis
Pasal 12

Kepala Bidang Pembinaan Teknis mempunyai tugas pokok mengelola pembinaan,

perencanaan teknis, rencana usulan program pembangunan dan analisis penetapan

jenis konstruksi di bidang pekerjaan umum agar dapat dipertanggungjawabkan
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan teknis bidang kebinamargaan dan
keciptakaryaan.

Pasal 13

Uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Teknis sebagai berikut:

a.

mengkoordinasikan pembuatan konsep kebijakan teknis pengelolaan di bidang
pekerjaan umum guna tercapainya sinkronisasi dalam penetapan kebijakan teknis
mengkoordinasikan penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Seksi di lingkup

Bidang Pembinaan Teknis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas
dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

mengkoordinasikan  penyelenggaraan pembinaan teknis konstruksi guna
tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;

merumuskan sasaran penelitian dan pengkajian dokumen teknik pekerjaan umum,
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan

teknik konstruksi guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan
umum,

mengkoordinasikan pemberian bimbingan teknis dibidang pekerjaan umum guna
tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas;

mengkoordinasikan pembinaan teknis dan administrasi teknik, dengan mengacu

pada dokumen teknik yang telah ditentukan guna tewujudnya tertib administrasi
dan kelancaran pelaksanaan tugas;

mengkoordinasikan pengawasan teknik konstruksi, sosialisasi dan advokasi teknik
agar dapat tercapai sinkronisasi dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
menyusun dan mengelola dokumen teknik pekerjaan umum sesuai dengan
ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan pengawasan pembangunan, penggantian, rehabilitasi dan
pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, agar sarana dan prasarana dapat digunakan

secara optimal;

melaksanakan analisis dan evaluasi data di bidang pekerjaan umum, dengan
mengacu pada sistem informasi manajemen yang digunakan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

mengevaluasi hasil perencanaan pembangunan, penggantian, rehabilitasi dan
pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum, sesuai dengan rencana
strategis Dinas, agar diperoleh perencanaan yang baik ;

mengkoordinasikan pelaksanaan survey dan penjajagan kondisi sarana prasarana
bidang pekerjaan umum dengan berpedoman pada rencana dan skala prioritas
sehingga diperoleh data yang akurat dan ada relevansinya;

mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan Seksi-
seksi pada Bidang Pembinaan Teknis terhadap tugas yang dilaksanakan UPT dan
Perangkat Daerah lain melalui rapat, tinjauan lapangan dan cara lain agar
pelaksanaan tugas yang dilimpahkan efektif dan efisien;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan

~faltivitac dan efisiensi pelaksanaan tugas;



melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidan
sebagai pertanggungjawaban kegiatan:

melaksanakan tugas lain sesual bidang tugasnya dalam ran

g Pembinaan Teknis kepada atasan

gka pencapaian tuj
organisasi, pencapaian tujuan
Paragraf 1
Seksi Pembinaan Teknis Kebinamargaan
Pasal 14

Kepala Seksi Pembinaan Teknis Kebinamargaan mempunyai tugas pokok mengelola

pembinaan teknis dan analisis Penetapan jenis konstruksi Penanganan pekerjaan umum

di bidang kebinamargaan agar dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya sesuai
dengan ketentuan dan teknis bidang kebinamargaan.

Pasal 15

Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan Teknis Kebinamargaan :

a.

membuat rencana dan jadwal kegiatan Seksi Pembinaan Teknis Kebinamargaan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas
dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan kegiatan survey, menyusun harga bahan/material, peralatan
dan upah kerja dengan mengacu pada dokumen perencanaan Dinas dan realitas
harga pasaran guna menghasilkan analisis harga satuan pekerjaan yang akurat;
membuat rencana program pembangunan bidang kebinamargaan sesuai dengan
rencana strategis, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Dinas:
menyelenggarakan penyusunan analisis harga satuan pekerjaan, rencana
anggaran biaya, gambar, desain dan spesifikasi teknis bidang kebinamargaan
sesuai dengan dokumen perencanaan Dinas dan skala prioritas guna
menghasilkan perencanaan teknis yang benar dan akurat;

menyelenggarakan kegiatan survey struktur, topografi dan dokumen teknis lainnya
sesuai dengan dokumen perencanaan Dinas dan skala prioritas dengan
berpedoman pada peraturan teknik konstruksi agar diperoleh perencanaan yang
benar dan akurat ;

melaksanakan pembinaan teknis pekerjaan umum kebinamargaan kepada
masyarakat dengan cara sosialisasi dan advokasi teknik agar visi dan misi

oraanisasi dapat diwujudkan;



meneliti kelengkapan administrasi teknik, analisis dan penetapan jenis konstruksi
penanganan pekerjaan umum di bidang kebinamargaan untuk mengetahui
kesesuaian dengan teknis pekerjaan yang dibutuhkan dan ketentuan yang berlaku;
menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian dokumen teknik pekerjaan
umum, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan teknik konstruksi guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan
umum;

menyelenggarakan kegiatan survey dan penjajagan kondisi sarana prasarana
bidang pekerjaan umum dengan berpedoman pada rencana dan skala prioritas
sehingga diperoleh data yang akurat dan ada relevansinya;

menyelenggarakan  pembinaan teknis usaha jasa konstruksi bidang
kebinamargaan agar sesuai dengan standar teknis yang telah ditentukan;
membina, membimbing dan mengawasi tugas Dinas yang dilaksanakan UPT dan
Perangkat Daerah lain melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis,
pemberian pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar pelaksanaan
tugas Dinas yang dilaksanakan efektif dan efisien;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Teknis Kebinamargaan
kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi.

Paragraf 2
Seksi Pembinaan Teknis Keciptakaryaan
Pasal 16

Kepala Seksi Pembinaan Teknis Keciptakaryaan mempunyai tugas pokok mengelola
pembinaan teknis dan analisis penetapan jenis konstruksi penanganan Pekerjaan umum

di bidang keciptakaryaan agar dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya sesuai

dengan ketentuan dan teknis bidang keciptakaryaan.

Pasal 17

Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan Teknis Keciptakaryaan

membuat rencana dan jadwal kegiatan Seksi Pembinaan Teknis Keciptakaryaan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



men; t
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| ecara formal maupun informal guna
memperoleh sinkronisasi pelaksanaan tugas:
menyelenggarakan kegiatan survey, menyusun harga bahan/material, peralatan
dan upah kerja dengan mengacu pada dokumen perencanaan Dinas dan realitas
harga pasaran guna menghasilkan analisis harga satuan pekerjaan yang akurat ;
menyusun program pembangunan bidang keciptakaryaan sesuai dengan rencana
strategis, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Dinas:
menyelenggarakan kegiatan penyusunan analisis harga satuan pekerjaan, rencana
anggaran biaya, gambar, desain dan spesifikasi teknis bidang keciptakaryaan
sesual dengan dokumen perencanaan Dinas dan skala prioritas guna
menghasilkan perencanaan teknis yang benar dan akurat;
menyelenggarakan kegiatan pembinaan teknis pekerjaan umum keciptakaryaan
kepada masyarakat dan satuan kerja perangkat daerah dengan cara sosialisasi
dan advokasi teknik agar visi dan misi organisasi dapat diwujudkan;
menyelenggarakan pelayanan pembinaan teknis pembangunan gedung negara
kepada Dinas, instansi, Badan, lembaga pemerintah, Badan Usaha milik Negara
dan Badan Usaha Milik Daerah dengan cara sosialisasi dan advokasi teknik guna
menghasilkan dokumen perencanaan teknis yang sinkron dan benar ;
menyelenggarakan kegiatan analisis kondisi bangunan dengan mengacu pada
peraturan teknik konstruksi bangunan guna menghasilkan data dan informasi yang
benar dan akurat;
melaksanakan penaksiran nilai bangunan dengan mengacu pada peraturan teknik
konstruksi bangunan guna menghasilkan data dan informasi yang benar dan
akurat ;
melaksanakan pembinaan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada
bangunan dan gedung serta lingkungannya dengan cara sosialisasi dan advokasi
teknik guna mencegah terjadinya kebakaran ;
menyelenggarakan pembinaan teknis usaha jasa konstruksi bidang keciptakaryaan
agar terwujudnya usaha jasa konstruksi sesuai dengan standar teknis yang telah
ditentukan;
menyelenggarakan kegiatan pendataan dan pengelolaan bangunan gedung milik
pemerintah/menyusun leger bangunan dengan berpedoman pada ketentuan yang

berlaku dan kebijakan yang telah ditentukan agar diperoleh data dan informasi

yang benar dan akurat serta terpeliharanya bangunan gedung dengan baik;



menynlen
yelenggatakan kegialan peneltian dan pengeapan dokirmen teknik
U » ; rne
. keciplakaryaan dengan barpadoman pada peraturan perine D"Mmm. ,
q van eaa teknik konatrukel guna kalancaran palaksanaan h
pekenaan umum, - gas- higas
menyele :
yelenggarakan kegialan survey dan penjajagan konediai sarana prasarana
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P menyelenggarakan  kegiatan  pembinaan  teknis mnmnqan‘ aratelfyr  eapard
masyarakal dan lembaga pemerintah dengan cara sosialisasi dan afli\mkmi :kni:
agat diperoleh pemahaman teknik arsitektur yang benar, |
menyelenggarakan kegiatan pembinaan teknis struktur dan konstrulksi kepada
masyarakat dan lembaga pemerintah dengan cara sosialisasi dan advokasi tekrik
agar diperoleh pemahaman teknik konstruksi yang benar, |
membina, membimbing dan mengawasi tugas Dinas yang dilaksanakan UPT dan
Perangkat Daerah lain melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis,
pemberian pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar pelaksanaan
tugas Dinas yang dilaksanakan efektif dan efisien,
memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat,
{  memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan

efeklivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas,

u. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi pembinaan Teknis Keciptakaryaan
kepada atasan sebagal penanggungjawaban kegiatan,

v. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi.

Bagian Keempat
Bidang Jalan dan Jembatan
Pasal 18
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok mengelola pelaksanaan
dan pengendalian pembangunan, peningkatan, rehabilitasi  dan Pemeliharaan
Jalan/Jembatan serta pengendalian dan pengawasan damija, damaja dan dawasja agar

dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Pasal 19

Uraian tugas Kepala Bidang Jalan dan Jembatan.

a. mengkoordinasikan pembuatan konsep kebijakan teknis pengelol
an kebijakan teknis,

aan urusan jalan

dan Jembatan guna tercapainya sinkronisasi dalam penetap
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. . | dan skala prioritas guna menghasilkan
erencanaan teknis yang benar dan akurat
menyelenggarakan ' '
| ' pembinaan penanganan jalan dan jembatan dengan cara
sosialisasi dan advokasi tekni ’
agar diperoleh pemahaman teknik jalan dan
jembatan yang benar,
mengkoordinasika '
et n pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan
eliharaan jal i
l jalan dan jembatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
ang re .
yanQ evan dengan teknik konstruksi jalan dan jembatan guna kelancaran
pelaksanaan tugas,
m ‘
engkoordinasikan pelaksanaan pengawasan pembangunan, rehabilitasi, dan
pemeliharaan jalan dan jembatan sesual dengan peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan teknik konstruksi jalan dan jembatan agar sesual dengan
perencanaan,
mengevaluasl penyusunan leger jalan sesual dengan peraturan perundang-
undangan yang relevan guna menghasilkan data leger jalan yang akurat,
mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan Seksi-
seksi pada Bidang Jalan dan Jembatan terhadap tugas yang dilaksanakan UPT dan
Perangkat Daerah lain melalui rapat, tinjauan lapangan dan cara lain agar
pelaksanaan tugas yang dilimpahkan efextif dan efisien,
memberi petunjuk dalam melakukan pengawasan dan pengendalian damya, damaga
dan dawasja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan guna
menghindari adanya penyimpangan damija, damaja dan dawasa.
memeriksa hasil pelaksanaan ugas bawahan sesuai dengan peraturan den

prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akural,

memberikan  bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Wgas,

melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Jalan dan Jembatan kepada atasan

sebagal penanggung]awaban keglatan,

melaksanakan tugas lain sesual bidang tugasnya dalam rangka pencapalan tujuan
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Paragraf 1
Soksl Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

) Pasal 20
epala Seksi Pembangunan dan p

eningkatan Jalan dan
pokok mengelola pe

Jombatan mempunyai tugas
laksanaan pembangunan, peningkatar

| 1 dan pengawasan |
lembatan, pengend . S

alian penggunaan damija, damaja dan

| dawasja agar sesuai dengan
lah ditentukan dan kebutuhan masyarakat,

rencana yang te

Pasal 21

an tugas Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan -
membuat konsep kebijakan teknis

jalan dan jembatan sebagai bah
kebijakan teknis

Urai
a.
pengelolaan pembangunan dan peningkatan

an pertimbangan atasan dalam penetapan

Menyusun rencana dan jadwal kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan

Jalan dan Jembatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

C. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas

dan
tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

meneliti, mengkaji dan mengelola dokumen administrasi teknik, pembangunan dan

peningkatan jalan dan jembatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan teknik konstruksi jalan dan jembatan guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

e. memeriksa pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan Jembatan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan teknik
konstruksi jalan dan jembatan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan;

f. menyelenggarakan pembinaan pembangunan dan peningkatan jalan dan Jembatan

dengan cara sosialisasi dan advokasi teknik agar diperoleh pemahaman teknik jalan

dan jembatan yang benar;
g. menyelenggarakan penyusunan leger jalan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta teknik yang benar guna menghasilkan data leger jalan

yang akurat;

' jalan
h. menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan ja

dengan
dan Jembatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan deng

[ an,
teknik konstruksi jalan dan jembatan agar sesuai dengan perencana

g ili .lik -alan da“
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meneliti proses dan usulan penetapa i .

dengan arah kebijakan tekni: Dlna: s:t:)i:;agsa da:r:il:i'n::::i?:s.d R

damija, damaja dan dawasja; | perencanaan batas

menyelenggarakan kegiatan inventarisasi penggunaan damija baik secara langsung
maupun tidak langsung guna mengetahul kesesuaian dengan peruntukannya,
menyelenggarakan pengawasan penggunaan tanah damija sesuai dengan standar
yang telah ditentukan guna mewujudkan ketertiban penggunaan tanah damija,

m. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian penggunaan damija, damaja dan

dawasja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan guna

menghindari adanya penyimpangan panggunaan damija, damaja dan dawasja;
mengelola urusan administrasi pengendalian damija, damaja dan dawasja dengan
mengacu pada dokumen teknik yang telah ditentukan guna tewujudnya tertib
administrasi;

menyelenggarakan kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan, peningkatan

jalan dan Jembatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan

dengan teknik konstruksi jalan dan jembatan agar sesuai dengan perencanaan,

p. membina, membimbing dan mengawasi tugas Dinas yang dilaksanakan UPT dan
Perangkat Daerah lain melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis,
pemberian pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar pelaksanaan
tugas Dinas yang dilaksanakan efektif dan efisien;

q. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

r memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

s. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
dan Jembatan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

t  melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi.

Paragraf 2
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pasal 22

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok mengelola

pembinaan dan pemeliharaan jalan dan Jembatan agar sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan rencana yang telah ditentukan.



Pasal 23

Uraian tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagai berikut :

a.

menyusun rencana dan jadwal kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

membuat konsep kebijakan teknis pengelolaan pemeliharaan jalan dan Jembatan
sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis;
menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas
dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

meneliti, mengkaji dan mengelola dokumen administrasi teknik, pemeliharaan
rehabilitasi jalan/jembatan sesuai dengan peraturan yang ditentukan gun;
tewujudnya tertib administrasi teknik;

menyelenggarakan kegiatan survey pra pemeliharaan jalan dan jembatan dengan
berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditentukan sebagai bahan
tindak lanjut dalam pelaksanaannya;

menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi jalan/
jembatan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan dan spesifikasi teknik
yang telah ditentukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan kegiatan pembinaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan
jembatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan guna
menghindari adanya penyimpangan konstruksi jalan dan jembatan;

mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan/jembatan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang relevan guna menghindari adanya
penyimpangan konstruksi jalan dan jembatan;

membina, membimbing dan mengawasi tugas Dinas yang dilaksanakan UPT dan
Perangkat Daerah [ain melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis,
pemberian pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar pelaksanaan

tugas Dinas yang dilaksanakan efektif dan efisien;

mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan

dengan mengacu pada dokumen perencanaan untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;

memeriksa hasil pelaksanaan tug
prosedur yang berlaku agar diperoleh
memberikan bimbingan dan penilai

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
eksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

as bawahan sesuai dengan peraturan dan
hasil kerja yang benar dan akurat;
an kinerja bawahan guna meningkatkan

melaporkan pelaksanaan kegiatan S
ban kegiatan;

kepada atasan sebagai pertanggungjawa
gasnya dalam rangka pencapaian

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tu tujuan



Kepala Bidang Tata Ruang  mempunyal tugas

pengawasan dan implementasi Rencana Umum Tata Ruang Kota d
pelaksan

Baglan kelima
Bidang Tata Ruang
Pasal 24

pokok mengelola pembinaan,

an Daerah serta
aan pembinaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung agar sesuai

dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Uraian tugas Kepala Bidang Tata Ruang:

a.

mengkoordinasikan pembuatan konsep kebijakan teknis pengelolaan Bidang Tata
Ruang guna tercapainya sinkronisasi dalam penetapan kebijakan teknis
mengkoordinasikan Penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Seksi di lingkup
Bidang Tata Ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas
dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas:

mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analis data tentang
tata ruang sesuai dengan dokumen perencanaan Dinas dan skala prioritas dengan
berpedoman pada peraturan yang berlaku agar diperoleh perencanaan yang benar
dan akurat;

mengkoordinasikan penyusunan peta lokasi pemasangan reklame sesuai dengan
tata ruang yang berlaku;

mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan serta pembongkaran reklame yang
tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mewujudkan ketertiban
pemasangan reklame;

membimbing dan menginformasikan penggunaan pedoman pelaksanaan
penyelenggaraan tata ruang dengan sosialisasi kepada masyarakat guna diperoleh
pemahaman tata ruang;

mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tata ruang sesuai
dengan peraturan yang telah ditentukan guna mewujudkan ketertiban tata ruang;
mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan Seksi-
seksi pada Bidang Tata Ruang terhadap tugas yang dilaksanakan UPT dan
Perangkat Daerah lain melalui rapat, tinjauan lapangan dan cara lain agar
pelaksanaan tugas yang dilimpahkan efektif dan efisien;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;



m.

melaporkan pelaksanaan keglatan Bidang Tata Ruang kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban kegiatan,;

me
laksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi,

Paragraf 1
Seksi Tata Kota dan Tata Daerah
Pasal 26

K i

epaI-a Seksi Tata Kota dan Tata Daerah mempunyai tugas pokok mengelola
pembinaan, pengawasan dan implementasi Rencana Umum Tata Ruang Kota dan
Daerah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Uraian tugas Kepala Seksi Tata Kota dan Tata Daerah :

a.

membuat konsep kebijakan teknis Tata Kota dan Tata Daerah sebagai bahan
pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis;

membuat rencana dan jadwal kegiatan Seksi Tata Kota dan Tata Daerah sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas
dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan kegiatan pemetaan, pendataan dan analisis tata ruang sesuai
dengan arah dan kebijakan daerah guna menyusun bahan informasi tata ruang;
menyelenggarakan kegiatan survey dan investigasi tata ruang sesuai dengan
dokumen perencanaan dan arah kebijakan tata ruang agar diperoleh perencanaan
yang benar dan akurat;

menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan reograph dan dokumentasi sesuai
dengan dokumen perencanaan dan arah kebijakan tata ruang agar diperoleh data
yang benar dan akurat;

menyelenggarakan penyiapan materi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK),
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota
(RTRK) sesuai dengan arah kebijakan daerah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

menyelenggarakan penyusunan peta lokasi pemasangan reklame sesuai dengan
tata ruang yang berlaku;

menyelenggarakan penyusunan ketentuan di bidang izin lokasi, izin membangun

bangunan dan izin reklame sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Ledaleie amlhAa~nal nadAaman nnmhﬁrian |Zin:



menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pengembangan tata kota dan tata daerah
kepada masyarakat agar mengetahui kebijakan pengembangan tata kota dan tata
daerah;

menyelenggarakan kegiatan evaluasi pengembangan tata kota dan tata daerah
secara berkala dan berkelanjutan guna mengetahui adanya kendala dan
permasalahan yang ada;

menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan tata ruang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku guna menghindari adanya penyimpangan;
menyelenggarakan pembinaan, pengawasan serta pembongkaran reklame yang
tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mewujudkan ketertiban
pemasangan reklame;

membina, membimbing dan mengawasi tugas Dinas yang dilaksanakan UPT dan
Perangkat Daerah lain melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis,
pemberian pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar pelaksanaan
tugas Dinas yang dilaksanakan efektif dan efisien;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar da

n akurat;
memberikan bimbingan dan penilaian kinerja b

awahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

q. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Kota dan Tata Daerah kepada

atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

L melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi.

Paragraf 2
Seksi Tata Bangunan

Pasal 28

Kepala Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas pokok mengelola pelaksanaar

pembinaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung agar se

suai dengat
kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

Uraian tugas Kepala Seksi Tata Bangunan:

a. membuat konsep kebijakan teknis Tata Bangunan sebagai bahan pertimbang
atasan dalam penetapan kebijakan teknis;

b. menyusun rencana dan jadwal kegiatan Seksi Tata Bangunan sebagai pedom
pelaksanaan tugas;



menjab '
t ] ar?(an dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas d
anggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas: "

menye
yelenggarakan pelaksanaan kajian studi kelayakan kegiatan pembangunan

sarana [
j dan prasarana keciptakaryaan sesuai dengan peraturan dan arah kebijakan
aerah sehingga menghasilkan analisis yang akurat;

menyu
yusun rancangan peraturan perundang-undangan di bidang tata bangunan

me
ndasarkan ketentuan yang berlaku dan kebijakan daerah sebagai bahan
pembahasan tingkat selanjutnya;

s , .
enyelenggarakan kegiatan analisis dampak pembangunan bangunan dan gedung

dengan
d g .r.nengfacu pada peraturan perundang-undangan tentang amdal sehingga
apat dihindari adanya dampak yang merugikan lingkungan;

menyelen i i
y ggarakan kegiatan evaluasj dan sosialisasi pengembangan tata bangunan

sesual dengan peraturan perundang-undangan tentang tata bangunan sehingga
memudahkan dalam pelaksanaan pengembangan tata bangunan;
menyelenggarakan kegiatan  penyusunan database bangunan dengan
memanfaatkan sumber daya secara optimal guna tersedianya data yang akurat;
menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan bangunan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar diperoleh penataan bangunan
yang baik dan teratur;

menyelenggarakan kegiatan survey bangunan dan gedung pemerintah dengan
memanfaatkan sumber daya secara optimal guna mengetahui kondisi bangunan
dan gedung;

membina, membimbing dan mengawasi tugas Dinas yang dilaksanakan UPT dan
Perangkat Daerah lain melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis,
pemberian pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar pelaksanaan
tugas Dinas yang dilaksanakan efektif dan efisien;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Bangunan kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban kegiatan;

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi.



K P
*hala Ridang Porumahan dan Pemukinan amgn i

Pelaksanaan pembinaan

ki |
PEmuUkiman guna mewgudkan penmahan dan pormukirnasn yang n

Uraian tugas Bidang Perumahan dan p

2

Aagian Keanam
Bidang Perumahan dan Permukiman
Paaal 30

YA hgas  pekek mengelelg

penaawasan dan pembangunan o hirlang parymahan dan

yarnan

Paaal 319
ermukiman

. :
mengkoordinasikan  pembuatan konsep kebijakan teknis pengalolaan di bidang

serumahan i i
; N dan permukiman guna tercapainya sinkronisasi dalarn penetapan
kebyakan teknis,

mengkoordi i

engkoordinasikan Penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Seksi di lingkup
B rum rmuki m

idang Perumahan dan Pe ukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan
tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas,

mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan perumahan dan pemukiman yang

dilaksanakan oleh Seksi-seksi pada Bidang Perumahan dan Permukiman guna
sinkronikasi data:

memberi petunjuk dalam penyusunan database perumahan dan pemukiman sesuai

dengan peraturan dan sumber daya yang dimiliki guna menghasilkan data yang
benar dan akurat;

mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengelolaan perumahan dan
permukiman baik melalui rapat maupun di luar rapat agar terwujudnya sinkronisasi
dalam pelaksanaannya;

mengkoordinasikan penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan pembangunan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, meliputl sarana
dan prasarana air bersih, drainase dan jalan lingkungan atau kegiatan lain guna
mewujudkan perumahan dan permukiman yang nyaman,

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana
perumahan dan permukiman guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan kegiatan,
mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan perumahan dan permukiman
sesuai dengan peraturan yang berlaku guna sinkronisasi pelaksanaan kegiatan,
mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan Seksi-
seksi pada Bidang Perumahan dan Permukiman terhadap tugas yang dilaksanakan
UPT dan Perangkat Daerah lain melalui rapat, tinjauan lapangan dan cara lain agar

nelaksanaan tuaas vang dilimpahkan efektif dan efisien;



memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
Prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat:

rii . L -
emF)?nkan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas:

m. : :
melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman kepada
atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan:
N.  melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.
Paragraf 1
Seksi Perumahan dan Permukiman Perkotaan
Pasal 32
Kepala Seksi

Perumahan dan Permukiman Perkotaan mempunyai tugas pokok
mengelola pembinaan, pengawasan dan pembangunan di bidang perumahan dan

permukiman perkotaan guna terwujudnya perumahan dan pemukiman yang nyaman.

Pasal 33
Uraian tugas Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Perkotaan:
a. membuat konsep kebijakan teknis perumahan dan permukiman perkotaan sebagai
bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis
b.  menyusun rencana dan jadwal kegiatan Seksi Perumahan dan Permukiman
Perkotaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
¢.

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan
tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

d. menyelenggarakan kegiatan pendataan perumahan dan permukiman kota secara
langsung maupun tidak langsung guna mendapatkan data yang akurat;

e. menyusun database perumahan dan permukiman kota sesuai dengan peraturan
dan sumber daya yang dimiliki guna menghasilkan data yang benar dan akurat ;

f.  menyelenggarakan kegiatan pembinaan pengelolaan perumahan dan permukiman
kota sesuai dengan kebijakan rencana umum tata ruang kota guna meningkatkan
pemahaman masyarakat;

g. menyelenggarakan sosialisasi pembangunan perumahan dan permukiman kot
serta pengembangannya sesuai dengan rencana umum tata ruang kota gun
menghasilkan sarana dan prasarana perumahan permukiman yang memadai;

h. menyusun ketentuan di bidang perumahan dan permukiman kota sesuai denge

neraturan nerundang-undanaan vana berlaku sebagai pedoman pemberian 1zin;



n .
Prosedur yang berlaky agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat:

k. memberi imbi i
”nkan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

l. melapork i
k porkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perumahan dan Permukiman Perkotaan
epada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

Paragraf 2
Seksi Perumahan dan Permukiman Perdesaan

Pasal 34
Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Perdesaan mempunyai tugas pokok
mengelola pembinaan, Pe€ngawasan dan pembangunan di bidang perumahan dan
permukiman perdesaan guna terwujudnya perumahan dan pemukiman yang nyaman.

Pasal 35
Uraian tugas Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Perdesaan:
a. membuat konsep kebijakan teknis pengelolaan perumahan dan permukiman
perdesaan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis;
b. menyusun rencana dan jadwal kegiatan Seksi Perumahan dan Permukiman

Perdesaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan

tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
d. menyelenggarakan kegiatan pendataan perumahan dan permukiman perdesaan
secara langsung maupun tidak langsung guna mendapatkan data yang akurat ;
menyusun database perumahan dan permukiman perdesaan sesuai dengan

e.
peraturan dan sumber daya yang dimiliki guna menghasilkan data yang benar dan
akurat ;

f  menyelenggarakan kegiatan pembinaan pengelolaan perumahan dan permukiman

perdesaan sesuai dengan kebijakan rencana umum tata ruang daerah guna

meningkatkan pemahaman masyarakat;



g. menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana perumahan dan permukiman desa, meliputi sarana dan
prasarana air bersih, drainase dan jalan lingkungan atau kegiatan lain guna
mewujudkan perumahan dan permukiman yang nyaman;

h. menyusun ketentuan di bidang perumahan dan permukiman perdesaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pemberian
izin;

i memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

j.  memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

k. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perumahan dan Permukiman Perdesaan
kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 36

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang

menunjang pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan keahlian bidang masing-

masing berdasar ketentuan yang berlaku ;
Uraian tugas jabatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan

ketentuan yang berlaku;
Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;

(4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 37

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan

oleh Bupati.



| Pasal 38
Bagian dan Bic.jang masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala Bidan
;zr;gia:e;aa:asd;k:?v;?r'\ da'n bertanggungjawab kepada Kepala Badan, sedangkan Sl?b
. ! pimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang masing-
masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian dan Kepala

Bidang yang membawabhinya.

Pasal 39
K i i
elo.mpzlf Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-
m .
asing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior kepangkatannya dan

ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 40
Dalam m.elaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala
Sflb Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Ketua Kelompok Jabatan fungsional pada
Dinas waijib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara

vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi

lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 41

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum

bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta

memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus mentaati perintah petunjuk atasan dan

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan

berkala tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut

tuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

ampaikan laporan masing-masing kepada ata
lain yang secara fungsional

dan un

(4) Dalam meny
wajib disampaikan kepada satuan orgainsasi

mempunyai hubungan kerja.
s setiap pimpinan satuan organisasi dibant

(5) Dalam melaksanakan tuga
rangka pemberian bimbinga

organisasi di bawahnya dan dalam
o o o oadakan rapat berkala.

san tembusan laporan

u oleh satuan
n kepada



Paaal 4)
Mara Kepal
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Dinas e o
THOIARN Lium menyampaikan inporan kopada Kopaia s dan bergaaarkan

lapora
ADOrAN tersebid Kepala Ragian Tata Usaha monyusum aporan Bk ala Kapala finas

nAR Y
KETENTUAN LAIN.LAIN
Pasal 43
(1} Rincian tupas jabatan strukiyural dan uraan tugas jabatan fungsional umuemn diatur
levh lanyut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan yang
atetapkan oleh Bupati
(«) Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumiah. sifat. jenis dan beban kerja

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas

Pasal 45
Dengan berlakunya Peraturan Bupati int maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46
Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja pada
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
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